SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

a. bahwa pemanfaatan air dilakukan dengan prioritas

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam
segala bidang guna menciptakan pertumbuhan,
keadilan sosial, dan kemampuan untuk berdiri atas
kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 188.342/Kep.662-Hukham/2016 tanggal 16
Juni 2016, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Air Tanah dinyatakan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum,
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah
sudah tidak sesuai dengan prinsip dasar pembatasan
pengelolaan sumber daya air sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanabh;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
188.342/Kep.662-Hukham /2016 tanggal 16 Juni
2016, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Air Tanah dan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Air Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan

dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR &8 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.



Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 Nomor 8) dan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air
Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,
ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (26/344/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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